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WALIKOTA TERNATE 

PROVINSI MALUKU UTARA 

 

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE 

NOMOR  20  TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALIKOTA TERNATE, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, 

maka pengelolaan barang milik daerah perlu dikelola 

secara optimal dan diatur dengan berpedoman pada 

kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan barang 

milik daerah, sehingga perlu diganti; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3842); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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  4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 

2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Ternate Nomor 129); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERNATE 

 

dan 

WALIKOTA TERNATE 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG 

MILIK DAERAH. 
 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Ternate. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Ternate. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate selaku 

pengelola Barang Milik Daerah. 

6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut pengelola BMD 

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan 

kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD. 

Comment [P1]: Selasa,26 September 
2017. 
ditambahkan pasal penjelasan dari pihak 
lain 
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7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom 

8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya 

disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kota Ternate, sebagai 

pejabat penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai fungsi 

pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan 

daerah. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua 

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah. 

11. Pengguna barang  yang selanjutnya disebut pengguna barang adalah 

Kepala PD selaku pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang. 

12. Kuasa Pengguna barang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna 

Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh 

Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang. 

14. Pengurus barang yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah 

pejabat yang diserahi tugas mengurus barang. 

15. Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus BMD yang ada pada 

BPKAD selaku Pejabat penatausahaan aset/BMD dan/atau Pejabat yang 

diserahi tugas Jabatan Pelaksana Umum. 

16. Pengurus Barang Pengguna adalah pejabat yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada 

Pengguna Barang. 

17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang 
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 

penatausahaan BMD pada Pengelola Barang. 
18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang 

membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan BMD pada Pengguna Barang. 

19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, 

menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang. 

20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen 

berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. 
21. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai 

Pemerintah Daerah. 
22. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai 

atas suatu obyek penilaian berupa BMD pada saat tertentu. 

23. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelolaan 
BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan 

kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, 
pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian. 
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24. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 

kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah 

lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 

melakukan tindakan yang akan datang. 

25. Rencana Kebutuhan BMD yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah 

dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun. 

26. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

Barang/Jasa oleh PD lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan 

kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh 

Barang/Jasa. 

27. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman BMD dari 

gudang ke unit kerja pemakai. 

28. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua 

BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara 

berdaya guna dan berhasil guna. 

29. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan 

BMD dalam bentuk administratif, fisik dan tindakan upaya hukum. 

30. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa 

pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi PD yang bersangkutan. 

31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk 

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD dan/atau optimalisasi BMD 

dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

32. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu 

tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 

33. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang  antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau  antar pemerintah daerah 

dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah 

jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Walikota. 

34. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah 

pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 

dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan 

lainnya. 

35. Bangun guna serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah 

pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian 

didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu 

yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 

beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah 

berakhirnya jangka waktu. 

36. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah 

pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah 

selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak 

lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 

37. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI 

adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan 

penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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38. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK 

adalah Menteri/Kepala Lembaga/Walikota, atau badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara 

infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

39. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. 

40. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain 

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 

41. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan 

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah 

daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan 

menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit 

dengan nilai seimbang. 

42. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah 

kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari 

pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

43. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan 

BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 

daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau 

badan hukum lainnya yang dimiliki negara. 

44. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan 

BMD. 

45. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang 

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang 

untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau 

pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 

berada dalam penguasaannya. 

46. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

47. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, 

dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. 

48. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 

kepemilikan atas BMD. 

49. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD. 

50. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 

digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 

51. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang 

yang dimilki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

52. Kendaraan Perorangan Dinas adalah BMD berupa kendaraan bermotor 

yang digunakan oleh pejabat negara dan/atau ASN untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. 

53. Rumah Dinas Daerah adalah rumah dinas yang dimiliki/dikuasai oleh 

Pemerintah Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau ASN 

Pemerintah Daerah. 

54. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah 

pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, 

kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 

55. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, 

spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

 

Pengelolaan BMD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang 

dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. 

 

Pasal 3 

 

(1) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:  
    

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan 

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

(2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; atau 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 4 

 

Maksud pengaturan pengelolaan  BMD adalah untuk menyeragamkan langkah 

dan tindakan dalam pengelolaan BMD sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

 

Pasal 5 

 

Pengelolaan BMD bertujuan untuk: 
 

a. memberikan pedoman dalam melaksanakan pengelolaan BMD;  

b. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMD; 

c. menciptakan efisiensi dan efektivitas penggunaan BMD; 

d. tersusunnya neraca kekayaan daerah yang dapat 

dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar BMD; 

e. memberikan informasi mengenai status hukum BMD serta memberikan 

jaminan/kepastian hukum pengeloaan BMD; 

f. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan 

BMD; 

g. mengamankan BMD; dan 

h. mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMD. 
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BAB IV  

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 

 

Bagian kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD 

 

Pasal 6 
 

(1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD. 

(2) Pemegang kekuasan pengelolaan BMD sebagaiaman dimaksud pada ayat 

(1) berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan 

pengelolaan BMD. 

(3) Wewenang pemegang kekuasaan pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meliputi: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD; 

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah 

dan bangunan; 

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD; 

d. menetapkan  pejabat  yang  mengurus  dan  menyimpan BMD; 

e. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan 

persetujuan DPRD; 

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai 

batas kewenangannya; dan 

g. menyetujui  usul  Pemanfaatan  BMD berupa sebagian tanah dan/atau 

bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan 

h. menyetujui  usul  Pemanfaatan  BMD dalam bentuk Kerja Sama 

Penyediaan Infrastruktur. 

 

Bagian Kedua 

Pengelola BMD 

 

Pasal 7 

 

(1) Sekretaris  Daerah bertindak  sebagai Pengelola BMD 

(2) Pengelola BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

wewenang  dan tanggung jawab: 

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD; 

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan 

BMD; 

c. mengajukan usul Pemanfaatan  dan Pemindahtanganan BMD  yang 

memerlukan persetujuan Walikota;  

d. mengatur  pelaksanaan  penggunaan,  pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan BMD;  

e. mengatur  pelaksanaan  pemindahtanganan  BMD yang  telah  

disetujui  oleh  Walikota atau  DPRD;  

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD; dan  

g. melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  atas pengelolaan BMD. 
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Bagian Ketiga 

Pejabat Penatausahaan BMD 

 

Pasal 8 

 

(1) Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan BMD. 

(2) Pejabat penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan keputusan Walikota: 

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ),  

mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan  persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang; 

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD 

kepada Pengelola Barang; 

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang  atas pengajuan 

usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan 

persetujuan Walikota; 

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  untuk mengatur 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan BMD;  

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang  atas pelaksanaan 

pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD; 

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi 

inventarisasi BMD; 

g. melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang 

telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPDdan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, 

serta BMD yang berada pada Pengelola Barang; 

h. mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada 

huruf g; 

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas 

pengelolaan BMD; dan 

j. menyusun laporan BMD. 

 

Bagian Keempat 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

 

Pasal 9 

(1) Kepala PD selaku Pengguna Barang. 

(2) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Keputusan Walikota. 

(3) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan 

bertanggung jawab: 

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi PD 

yang dipimpinnya; 

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang  yang 

diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 
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c. melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam 

penguasaannya; 

d. menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya; 

e. mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam 

penguasaannya; 

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD berupa 

tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan  

DPRD dan BMD selain tanah dan/atau  bangunan; 

g. menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 

yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada 

Walikota melalui Pengelola Barang; 

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD; 

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas 

penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan 

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang  pengguna semesteran 

dan laporan barang  pengguna tahunan yang berada dalam 

penguasaannya kepada Pengelola Barang. 

 

 

Pasal 10 

 

(1) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang. 

(2) Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kuasa 

Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

Walikota atas usul Pengguna Barang. 

(3) Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berdasarkan pertimbangan jumlah barang  yang dikelola, beban kerja, 

lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 

lainnya. 

 

Bagian Kelima 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 

 

Pasal 11 

 

(1) Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

(2) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang. 

(3) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) yaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada 

Pengguna Barang. 

(4) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang  sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berwenang dan bertanggung jawab: 

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada 

Pengguna Barang; 
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b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang  

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh 

Pengurus Barang  dan/atau Pengurus Barang  Pembantu; 

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan 

BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan 

persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau  bangunan; 

e. mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang 

tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; 

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD; 

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang  

Pembantu; 

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) 

dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) 

untuk mengeluarkan BMD dari gudang penyimpanan; 

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap 

semester dan setiap tahun; 

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas 

perubahan kondisi fisik BMD; dan  

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh 

Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 
 

Bagian Keenam 

Pengurus Barang Pengelola 

 

Pasal 12 

 

(1) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Walikota atas usul Pejabat 

Penatausahaan Barang. 

(2) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada Pejabat 

Penatausahaan Barang. 

(3) Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang dan bertanggung jawab: 

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada 

Pejabat Penatausahaan Barang; 

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan 

persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pejabat Penatausahaan 

Barang; 

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota; 

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, 

dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan 

pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang  dalam pengaturan 
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pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan BMD; 

e. menyiapkan bahan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak  

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 

dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui 

Pengelola Barang; 

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan BMD; 

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna /Kuasa 

Pengguna Barang; 

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD; dan 

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang  Pengguna 

semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai 

bahan penyusunan Laporan BMD. 

(4) Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang 

melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

(5) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 

Pengelola dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang 

ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. 

(6) Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 

penjamin atas kegiatan/pekerjaan /penjualan tersebut yang anggarannya 

dibebankan pada APBD. 

 

Bagian Ketujuh 

Pengurus Barang  Pengguna 

 

Pasal 13 

 

(1) Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna 

Barang. 

(2) Pengurus Barang  Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berwenang dan bertanggungjawab: 

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan 

penganggaran BMD; 

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD; 

d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Pengguna Barang; 

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang 

tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau  

bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan 

pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan BMD; 
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h. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan; 

i.     menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 

j.     mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat 

Penatausahaan Barang  Pengguna; 

k. menyerahkan barang  berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

l.     membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 

m. memberi label BMD; 

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan 

pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname barang  persediaan; 

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan BMD dan menyimpan asli/ fotokopi/ salinan dokumen 

penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang 

Pengguna Barang dan laporan BMD; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan 

kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang. 

(3) Pengurus Barang  Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara 

administratif bertanggung jawab kepada Pengguna Barang dan secara 

fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 

Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 

(4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang 

Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang 

ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

(5) Pengurus Barang  Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 

penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya 

dibebankan pada APBD. 

 

Bagian Kedelapan 

Pengurus Barang Pembantu 

 

Pasal 14 

 

(1) Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa 

Pengguna Barang  melalui Pengguna Barang. 

(2) Pembentukan Pengurus Barang  Pembantu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang  yang 

dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan 

pertimbangan objektif lainnya. 

(3) Pengurus Barang  Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berwenang dan bertanggungjawab: 

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran BMD ; 

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan BMD 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD; 
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d. membantu mengamankan BMD yang berada pada Kuasa Pengguna 

Barang; 

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan 

pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 

memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau  

bangunan; 

f. menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang  dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain; 

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan 

penghapusan BMD; 

h. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan; 

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota 

permintaan barang; 

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna 

Barang; 

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang 

(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang; 

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan; 

m. memberi label BMD; 

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang  atas perubahan 

kondisi fisik BMD pengecekan fisik barang; 

o. melakukan stock opname barang  persediaan; 

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen 

kepemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi /salinan dokumen 

penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang  

Kuasa Pengguna Barang  dan laporan BMD; dan 

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada 

Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang  

Pengguna. 

(4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung 

dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 

penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas 

kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan 

pada APBD. 

 

BAB V  

PERENCANAAN DAN PENGADAAN 
 

Bagian Kesatu 

Perencanaan Kebutuhan 

 

Pasal 15 

 

(1) Perencanaan  kebutuhan BMD disusun oleh pejabat penatausahaan 

barang dengan memperhatikan usulan kebutuhan dalam rangka 

menunjang pelaksanaan  tugas dan fungsi PD. 

Comment [P2]: Pembahasan BAB I s.d 
BAB IV (Rabu, 20 September 2017) 

Comment [P3]: Batas pembahasan BAB 
V (Rabu, 20 September 2017) 
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(2) Perencanaan kebutuhan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dapat mencerminkan kebutuhan riil dan standarisasi BMD sebagai 

dasar dalam penyusunan RKBMD. 

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi mengenai perencanaan 

kebutuhan BMD diatur dalam Peraturan Walikota. 

 

Bagian Kedua 

Pengadaan 

 

Pasal 16 

 

Pengadaan  BMD  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip- prinsip  efisien,  efektif,  

terbuka,  bersaing,  adil/tidak  diskriminatif  dan akuntabel. 

 

Pasal 17 

 

(1) Pelaksanaan  pengadaan   barang   dan   jasa   berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pengguna  barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan  BMD 

setiap 6 (enam) bulan sekali yang dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan 

kepada  Walikota melalui Pengelola Barang untuk ditetapkan status 

penggunaannya. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pengadaan BMD 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB VI  

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN 
 

Bagian Kesatu 

Penggunaan 

 

Pasal 18 
 

(1) Status penggunaan BMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi PD dan/atau dioperasikan    oleh    pihak    lain    dalam    rangka 

menjalankan pelayanan  umum  ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(2) Penggunaan BMD meliputi: 

a.  penetapan status penggunaan BMD; 

b.  pengalihan status penggunaan BMD; 

c.  penggunaan sementara BMD; dan  

d.  penetapan  status  penggunaan  barang  milik  daerah untuk 

dioperasikan oleh pihak lain 

(3) Penetapan status penggunaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan secara tahunan kecuali : 

a. barang persediaan;  

b. konstruksi dalam pengerjaan;  

c. barang  yang  dari  awal  pengadaannya  direncanakan untuk 

dihibahkan; atau  

d. aset tetap renovasi.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan BMD diatur dalam 

Peraturan Walikota. 
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 Bagian Kedua 

Pemanfaatan 

Paragraf 1 

Prinsip Umum 

 

Pasal 19 

 

(1) Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis  

dengan memperhatikan kepentingan  daerah  dan  kepentingan umum. 

(2) Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu 

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(3) Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. 

(4) BMD yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau 

digadaikan. 

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan BMD diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

 

Paragraf 2 

Bentuk dan Mitra Pemanfaatan 

 

Pasal 20 

 

(1) Bentuk-bentuk pemanfaatan BMD berupa: 

a. sewa; 

b. pinjam pakai; 

c. kerjasama pemanfaatan;  

d. bangun guna serah dan bangun serah guna; dan 

e. Kerja sama penyediaan infrastruktur. 

(2) Mitra Pemanfaatan meliputi: 

a. penyewa, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Sewa; 

b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk Pinjam 

Pakai; 

c. mitra KSP, untuk  pemanfaatan  BMD dalam bentuk KSP; 

d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan   BMD dalam bentuk BGS/BSG; 

dan 

e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan BMD dalam bentuk KSPI. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaataan BMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Walikota. 

 

BAB VII 

PENGAMANAN DAN PEMELlHARAAN 

 

Bagian Kesatu  

Pengamanan  

 

Pasal 21 

 

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang 

wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya. 
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(2) Pengamanan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pengamanan fisik; 

b. pengamanan  administrasi; dan 

c. pengamanan hukum. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengamanan BMD 

diatur dengan Peraturan Walikota. 

 

Bagian Kedua 

Pemeliharaan 

 

Pasal 22 

 

(1) Pemeliharaan BMD wajib dilakukan dalam penguasaan pengelola barang, 

pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang serta mitra 

pemanfaatan. 

(2) pemeliharaan BMD sebagaimana dimakud   pada   ayat   (1)   untuk 

menjaga kondisi dan memperbaiki semua BMD agar selalu dalam 

keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan 

berhasil guna. 

(3) Dalam rangka tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah 

daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam 

jumlah yang cukup. 

(4) Biaya  pemeliharaan  BMD  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dibebankan pada APBD. 

(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan BMD diatur 

dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB VIII 

PENILAIAN 

 

Pasal 23 

 

(1)  Dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau 

pemindahtanganan Penilaian BMD dilakukan. 

(2) Penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan    

untuk : 

  a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan  

b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

(3) Penetapan  nilai  BMD  dalam  rangka penyusunan neraca pemerintah 

daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi   

Pemerintahan (SAP). 

(4) Penilaian BMD berupa tanah dan/atau bangunan dalam  rangka 

pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Penilai Pemerintah; 

dan/atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Walikota. 

(5) Penilaian BMD selain tanah dan/atau bangunan dalam      rangka 

pemanfaatan atau pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dilakukan oleh Tim penaksir harga PD teknis terkait yang ditetapkan 

oleh Walikota. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian BMD diatur dalam Peraturan 

Walikota. 

Comment [P4]: Selasa, 26 September 
2017. Dimasukan dalam BAB Pembiayaan 
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BAB IX 

PEMINDAHTANGANAN 

 

Pasal 24 

 

(1)  BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan 

daerah dapat dipindahtangankan. 

(2)  Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi: 

a. penjualan; 

b. tukar menukar; 

c. hibah; atau 

d. penyertaan modal pemerintah daerah. 

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemindahtanganan 

BMD diatur dalam Peraturan Walikota 

 

Pasal 25 

 

(1)  Dalam rangka pemindahtanganan BMD dilakukan penilaian. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 

pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

(3)  Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

mendapatkan nilai wajar. 

 

Pasal 26 

 

(1)  Pemindahtanganan BMD yang dilakukan setelah mendapat persetujuan 

DPRD untuk: 

a. tanah dan/atau bangunan; atau 

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 

Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). 

(2) Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, 

apabila: 

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan Kota; 

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti 

sudah disediakan dalam dokumen penganggaran; 

c. diperuntukkan bagi ASN pemerintah daerah yang bersangkutan; 

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau 

e. dikuasai  pemerintah  daerah  berdasarkan keputusan pengadilan 

yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum tetap dan/atau 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status 

kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. 

 

 

Pasal 27 

 

(1)  Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai 

sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota. 

Comment [P5]: Masuk di penjelasan, 
lihat pasal 335 ayat ( 2) permen (Rabu, 20 
September 2017) 
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(2) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai 

lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD. 

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 

nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar 

menukar dan penyertaan modal. 

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan 

nilai perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. 

(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diajukan oleh Walikota.  

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dan ayat (2) 

dilakukan per tiap usulan. 

 

BAB X 

PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN 

 

Bagian Kesatu 

Pemusnahan  

 

Pasal 28 

 

Pemusnahan  BMD  dilakukan  dalam hal:  

a. BMD tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan,  dan/atau  tidak  

dapat dipindahtangankan; atau  

b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 

Pasal 29 

 

(1) Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah  mendapat 

Persetujuan Walikota.  

(2) Pelaksanaan  Pemusnahan  sebagaimana  dimaksud  pada   ayat  (1)  

dituangkan  dalam  berita  acara  dan  dilaporkan kepada Walikota.  

 

 

Pasal 30 

 

Pemusnahan dilakukan  dengan  cara  dibakar,  dihancurkan, ditimbun,  

ditenggelamkan  atau  cara  lain  sesuai  dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan.  

 

Bagian Kedua  

Penghapusan  

 

Pasal 31 

 

(1) Penghapusan BMD meliputi: 

a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna; 

b. penghapusan dari Daftar BMD. 
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(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud  pada   ayat   (1)   huruf   a, 

dilakukan dalam hal BMD sudah tidak berada dalam penguasaan 

Pengguna Kuasa Pengguna. 

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan 

dalam hal BMD sudah beralih kepemilikannya terjadi   pemusnahan   atau   

karena   sebab-sebab lain. 

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Walikota. 

 

Pasal 32 
 

BMD sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna 

Barang  dan/atau Kuasa Pengguna Barang  disebabkan karena: 

a. penyerahan BMD; 

b. pengalihan status penggunaan BMD; 

c. pemindahtanganan atas BMD; 

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upaya hukum lainnya; 

e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. pemusnahan; atau 

g. sebab lain. 

 

Pasal 33 
 

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk BMD 

pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan 

penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Walikota. 

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) untuk BMD 

pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan 

penghapusan oleh Walikota. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Walikota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk BMD yang dihapuskan 

karena: 

a. pengalihan status penggunaan; 

b. pemindahtanganan; atau 

c. pemusnahan. 

 

Pasal 34 
 

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan Pemusnahan dan 

penghapusan BMD diatur dengan  Peraturan Walikota. 

 

BAB XI 

PENATAUSAHAAN 
 

Bagian Kesatu  

Inventarisasi 

 

Pasal 35 
 

(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 5 (lima) tahun. 

Comment [P6]: Dijelaskan (Rabu, 20 
September 2017) 

Comment [P7]: Selasa, 26 September 
2017. Bagian kesatu ditambah inventarisasi 
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(2) Dalam hal BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan 

dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna 

Barang  setiap tahun. 

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada  Pengelola Barang paling 

lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. 

 

Pasal 36 
  

Pengelola   Barang   melakukan   inventarisasi   BMD berupa tanah dan/atau 

bangunan yang berada dalam penguasaannya  paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 5 (lima) tahun. 

 

 Bagian kedua 

Pembukuan 

 

Pasal 37 

 

(1)  Pengelola  Barang harus  melakukan  pendaftaran  dan pencatatan BMD 

yang berada di bawah penguasaannya ke dalam   Daftar   Barang   

Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 

(2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran 

dan pencatatan BMD yang status penggunaannya berada   pada Pengguna 

Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang  

Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan 

kodefikasi barang. 

  

Pasal 38 

 

(1) Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang 

Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). 

(2) Pengelola Barang menyusun daftar BMD berdasarkan  himpunan  daftar  

barang Pengguna/daftar barang Kuasa  Pengguna  sebagaimana  

dimaksud  pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut 

penggolongan dan kodefikasi barang. 

(3) Dalam daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk BMD 

yang dimanfaatkan oleh pihak lain. 

 

   Bagian Ketiga 

Pelaporan 

 

Pasal 39 

 

(1) Kuasa   Pengguna   Barang   harus   menyusun   laporan barang  Kuasa 

Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan 

untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. 

(2) Pengguna  Barang  menghimpun  laporan  barang  Kuasa Pengguna 

Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sebagai  

bahan  penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan. 
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(3) Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca PD untuk disampaikan 

kepada Pengelola barang. 

  

Pasal 40 

 

(1) Pengelola Barang harus menyusun laporan barang Pengelola semesteran  

dan  laporan  barang  Pengelola tahunan. 

(2)  Pengelola  Barang  harus  menghimpun  laporan  barang Pengguna 

semesteran dan laporan barang Pengguna tahunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) serta laporan    barang    Pengelola 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan 

BMD. 

(3) Laporan  BMD  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai 

bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 
 

 

Pasal 41 
 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan BMD diatur dengan 

Peraturan Walikota.  

 

 

BAB XII 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

   

Pasal 42 
 

 

Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMD dilakukan oleh Pengguna 

Barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau Pengelola Barang  

melalui pemantauan dan investigasi. 
 

 

Pasal 43 
 

(1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap 

penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pemeliharaan, dan pengamanan BMD yang berada didalam 

penguasaannya. 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) untuk Unit Kerja PD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang . 

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang   dapat meminta aparat 

pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil 

pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2). 

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil 

audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
 

 

 

 

 

 

Comment [P8]: Selasa, 26 September 
2017. Batas pembahasan BAB XII 
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Pasal 44 
 

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD, 

dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan 

pemindahtanganan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat 

pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan 

Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD. 

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan  ketentuan   

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

BAB XIII 

BMD BERUPA RUMAH NEGARA 

 

Pasal 45 

 

Rumah Negara merupakan BMD yang diperuntukkan  sebagai  tempat  tinggal  

atau  hunian  dan sarana   pembinaan   serta   menunjang   pelaksanaan   

tugas pejabat dan/atau ASN pemerintah daerah yang menggunakan. 

 

Pasal 46 

 

(1) Walikota menetapkan status penggunaan golongan rumah Negara. 

(2) Rumah  Negara  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 

(tiga) golongan, yaitu: 

a. rumah negara golongan I; 

b. rumah negara golongan II; dan  

c. rumah negara  golongan III. 

(3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada pemohonan penetapan status penggunaan yang diajukan 

oleh Pengguna Barang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan, pemindatanganan, 

penghapusan, penatausahaan, dan pengendalian rumah Negara diatur 

dengan Peraturan Walikota. 

 

BAB XIV 

GANTI RUGI DAN SANKSI 

 

Pasal 47 

 

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran 

hukum atas pengelolaan BMD diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi 

sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB XV 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 48 

 

Pemerintah daerah wajib memprioritaskan biaya pemeliharaan BMD dalam 

APBD. 

 

Pasal 49 

 

(1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tertib 

administrasi pengelolaan BMD dibebankan pada APBD. 

(2) Pejabat/pegawai   yang   melaksanakan  pengelolaan   BMD  diberikan 

insentif yang besarnya diatur dengan peraturan Walikota serta 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 

 

 

BAB XVI 

PENYELESAIAN SENGKETA BMD  
 

 

Pasal 50 

 

Penyelesaian  sengketa  terhadap  BMD  diselesaikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 51 

 

(1) Peraturan pelaksana peraturan daerah ini dibuat paling lama 1 (satu) 

tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan. 

(2) Peraturan pelaksana pengelolaan BMD yang telah ada sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

peraturan daerah ini. 

 

 

BAB XVIII  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 52 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ternate 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Ternate Nomor 103) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 53 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate. 

 

 

 

                                                                       Ditetapkan di Ternate 

     pada tanggal 18 Desember 2018              
 

 

Diundangkan di Ternate 

pada tanggal 19 Desember 2018                     
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PENJELASAN  
 

ATAS 
 

 PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  

NOMOR         TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

 

I. UMUM 
 

Pelaksanaan pengelolaan BMD harus dilakukan dengan menetapkan 

kebijakan, program dan kegiatan yang secara administratif perlu memberikan 

nilai ekonomis yang menguntungkan bagi pemerintah dan masyarakat 

Ternate. BMD secara administratif pemerintahan harus dikelola secara baik 

untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat Ternate. 

Barang milik Pemerintah Kota Ternate perlu dikelola dengan menggunakan 

pendekatan tertib manajemen dan administratif sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. OPD yang menyelenggarakan pengelolaan barang 

milik Pemerintah Kota Ternate memiliki tanggung jawab untuk mengelola 

secara transparan dan berkepastian. 
 

Pemerintah Kota Ternate banyak memiliki dan menggunakan barang 

yang diperoleh dari berbagai sumber. Barang-barang tersebut, baik yang 

dipakai oleh aparat maupun untuk pelayanan publik serta untuk 

kesejahteraan masyarakat perlu dikelola dengan dasar hukum yang kuat. 

Sebuah regulasi daerah mengenai pengelolaan BMD di Kota Ternate 

dikonstruksi untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi 

pemanfaatan BMD secara optimal.  

 

Peraturan daerah yang akan disusun ini, secara yuridis untuk 

memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Pemerintah 

Kota Ternate dan warga masyarakat Kota Ternate. Pemerintah, dunia usaha 

dan masyarakat secara luas harus mendapatkan kemanfaatan BMD yang 

dikelola oleh Pemerintah Kota Ternate. BMD Kota Ternate secara substantif 

akan memiliki arti penting dalam penyelenggaraan pemerintahan apabila 

dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ternate. 

Oleh karena itulah bahwa BMD merupakan kekayaan atau barang daerah 

yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat 

sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar 

tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan 

pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan. 
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Ketentuan pengelolaan barang milik Pemerintah Kota Ternate secara 

umum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD. Untuk itulah langkah 

pembentukan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan BMD harus 

menjadi panduan hukum dalam mengelola BMD di Kota Ternate. Oleh karena 

itu untuk lebih memberi kejelasan dan kepastian hukum dibutuhkan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD sebagai landasan dan pijakan 

hukum Pemerintahan Daerah dalam mengelola BMD yang melibatkan 

masyarakat yang mampu berperan serta mengamankan barang daerah. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan  BMD ini 

berarti bahwa Pemerintah  Kota Ternate memiliki  pedoman untuk melakukan 

pengelolaan BMD secara yuridis demi menjamin kepastian hukum. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah 

dibidang pengelolaan BMD yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna 

barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala OPD sesuai 

fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing-masing; 

Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan BMD harus dilaksanakan 

berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; 

Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan BMD harus 

transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang 

benar; 

Asas efisiensi, yaitu pengelolaan BMD diarahkan agar BMD digunakan 

sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam 

rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

pemerintahan secara optimal; 

Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada rakyat; 

Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan BMD harus didukung oleh 

adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi 

pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca 

Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 
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Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Cukup jelas.  

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas 

Pasal 28 

Cukup jelas. 



-28- 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Sebab-sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal 

dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan sepertinhilang 

karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati 

dan sebagai akibat keadaan kahar (force majeure) 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas 

Pasal 35 

Cukup jelas 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas 

Pasal 38 

 Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas.  

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 

 Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas 
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Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 
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